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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat 

dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga 

sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 

kekuasaannya. Kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan 

anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan 

pemerintahan merupakan kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan 

benar melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam 

mengkoordinasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, 

antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. 

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, tepatnya pada sila kelima yaitu: 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia 

harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. 

Kita menyadadari bahwa setiap warga Negara selalu berhubungan dengan aktifitas 

birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang berurusan dengan birokrasi. 

Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal disebuah tempat dan 

melakukan interaksi social dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, 

maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang tidak biasa di tawar lagi 

dan akan selalu menentukan aktifitas mereka (Artis, 2014 : 8). 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 

organisasi atau instansi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
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Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap organisasi 

atau instansi. Pelayanan publik juga diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan 

(Shapira,2021). 

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia bukan untuk 

melayani diri sendiri namun memberikan pelayanan kepada rakyat. Pelayanan 

publik  adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik  yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 

Badan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pelayanan publik diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur tentang 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi 

pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan 

atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, 

mempromosikan kemakmuran ekonomi, sosial, mengurangi kemiskinan, 

meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya 

alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di 

dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa 
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dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu 

wilayah. Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian 

nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, 

kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib 

dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan 

hukum ataupun masyarakat setempat (Shapira,2021). 

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan peraturan 

untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh 

lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peristiwa yang 

di alami oleh masyarakat, lembaga yang di maksud  yaitu Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa 

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus 

dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan 

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas 

menjadi tinggal tetap”. Ada banyak manfaat mengurus akta kematian, mulai dari 

menghindari penyalahgunaan data penduduk yang sudah meninggal hingga 

memberikan banyak manfaat dari keluarga atau kerabat yang ditinggalkan.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang 

melayani bidang administrasi kependudukan sesuai dengan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kecamatan Jemaja Kabupaten 

Kepulauan Anambas merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi 

publik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pelayanan kependudukan ini meliputi 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran peduduk meliputi 

pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), 

surat pindah, dan Kartu I dentitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil 

meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta 

perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan 

perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan (Alifia,2021). 

Sementara Syafiie Inu Kencana mengartikan kata public sebagai 

“sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, 

sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 

mereka miliki”. Publik berarti sekumpulan orang atau kelompok dalam 

masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu 

hal. Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu sama lain 

(Harbani, 2011 : 6). 

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta 

kematian. Peristiwa ini sering kali dilupakan atau bahkan tidak diketahui oleh 

masyarakat dalam kepengurusan dokumennya. Pencatatan Kematian merupakan 

salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam pasal dalam Pasal 44 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23  
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tahun 2006 menyangkut administrasi kependudukan yang berbunyi: 

 “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya 

di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal kematian”. 

 

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pengurusan akta kematian 

tidak dikenakan biaya (gratis). Namun, pada kenyataannya masih banyak saja 

penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut. Pada 

umumnya sebagian besar masyarakat masih menganggap pencatatan atas 

peristiwa penting kematian Kepada Dinas Pencatatan Sipil tidak mempunyai 

manfaat bagi keluarga dan ahli waris. Kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai akta kematian juga membuat masyarakat masih banyak yang belum 

menguruskan akta kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal. Hal ini 

dikarenakan sebagian masyarakat hanya tahu mengenai surat keterangan kematian 

saja, yang biasanya di terbitkan oleh puskesmas maupun rumah sakit. Sedangkan 

surat keterangan kematian dan akta kematian itu memiliki manfaat dan fungsi 

yang berbeda. Pada aspek kepentingan individu akta kematian menjadi 

persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, 

kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan 

administrasi lainnya. Akta kematian ini juga berguna bagi janda atau duda, 

khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli 

warisnya. Sedangkan bagi pemerintah, akta kematian itu penting sebagai data 

statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta 

penetapan kebijakan pembangunan lainnya. 
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Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (DISDUKCAPIL) adalah badan yang mampu menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masyarakat 

merespon positif terhadap kantor tersebut, kurangnya kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam melakukan pelaporan akta kematian. Serta kondisi masyarakat 

yang sebagian belum memahami dan mengetahui pentingnya dokumen 

kependudukan dan akta-akta catatan sipil.  

Kantor capil Kecamatan Jemaja memiliki kondisi geografis yang terdiri 

dari beberapa pulau kecil juga menjadi kendala bagi masyarakat dalam hal 

kepengurusan dokumen tersebut, kesempatan atau peluang masyarakat dalam 

pengurusan akta kematian kurang dikarenakan jarak tempuh dari pulau ke pulau 

dan  kondisi akses transportasi sangat jauh sehingga memakan waktu yang agak 

lama, dan juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk pergi dalam kepengurusan 

dokumen tersebut. Selain itu mereka memikirkan biaya transportasi yang lumayan 

besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang berada di pulau 

tersebut. Sehingga kesempatan masyarakat dalam mengurus dokumen 

kependudukan kurang, dan juga fasilitas kelengkapan sarana prasarana dalam 

pembuatan akta kematian yang kurang. 

Peranan seluruh  yang terlibat dalam berjalannya pelayanan akta kematian 

tersebut sangat penting. Dalam hal ini,  yang mempunyai kepentingan dalam 

pelayanan adalah Pemerintah Daerah Kecamatan Jemaja seperti RT,RW dan 

Lurahh atauKepalaDesa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi 

lainnya yang saling berkaitan. Saksi untuk mengurus surat keterangan kematian 
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ini mesti setidaknya berjumlah dua orang. Mengapa RT dan RW dapat dikatakan 

sebagai ,karena mereka berperan penting dalam pengurusan akta kematian, seperti 

meminta pernyataan dari RT/RW dan juga lurah setempat, meminta surat 

pengantar kepada ketua RT setempat, meminta pengesahan surat pengantar dari 

RT untuk ditandatangani oleh ketua RW dan lain sebagainya.  

Dalam hal ini masyarakat masih kurang untuk melaporkan dokumen akta 

kematian ke UPT DISDUKCAPIL Kecamatan Jemaja, tidak hanya itu saja 

masalahnya masih ada masalah yang begitu rumit seperti ketika salah satu 

anggota keluarga ada yang meninggal, seseorang yang telah meninggal dunia 

harus tetap mendapatkan jaminan serta pelayanan seperi yang tercantum dalam 

undang-undang tersebut. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk 

melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia ke UPT 

DISDUKCAPIL perlu mendapat perhatian yang ekstra karena dapat berpengaruh 

pada jumlah daftar pemilihan tetap sehingga dapat merugikan calon dalam 

menentukan suara. 

Menurut peneliti sebelumnya secara aturan hukum atau sesuai UU No. 24 

Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua 

rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk Kepada Instansi 

Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Maka dari 

setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa atau kelurahan 

ke Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil. Kegiatan ini bertujuan apabila dalam 

pembuatan akta kematian yaitu untuk mencegah data data almarhum atau 

almarhumah disalah  gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagi 
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pemerintah yang memiliki tujuan untuk keakuratan data Penduduk Potensial 

Pemilih dalam rangka kegiatan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala 

daerah (pilkada). Ada beberapa manfaat atau fungsi dari mempunyai atau  

memiliki akta kematian, yaitu untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris, untuk  mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi 

pegawai (janda/duda),untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan 

perkawinan (cerai mati), mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa 

Raharja, untuk pencairan Dana/Tabungan Bank. Sebagai masyarakat yang hidup 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya banyak persyaratan persyaratan 

mengenai berkas berkas yang harus kita sebagai warga negara yang baik untuk 

mengurusnya. Pengurusan berkas berkas ini guna untuk membuat data data 

penting yang dapat kita gunakan untuk kehidupan dan pengurusan berbagai hal 

menjadi lebih mudah dikarenakan data kita telah tercatat kedalam sistem yang ada 

di Negara Indonesia. Peristiwa peristiwa seperti  perkawinan, kematian, kelahiran, 

perceraian sering sekali ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari 

itu perlu dilakukan pencatatan atas peristiwa  tersebut karena berpengaruh dalam 

pengalaman hidup manusia dan peristiwa itu membawa akibat hukum bagi orang 

yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya (Adi,2021). 

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Akta Catatan Sipil 

Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil. 
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Sebelumnya sudah dibahas mengenai akta kematian, dengan ini penulis 

berpendapat bahwa akibatnya jika tidak memiliki akta kematian ini yaitu: Akan 

mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli 

waris, akan mendapatkan kesulitan pula dalam menentukan status sebagai janda 

atau duda dari almarhum atau almarhumah. Adapun mengenai keterlambatan 

pelaporan kematian ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sesuai dalam Pasal 160 ayat (4) huruf k 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan.  

Jemaja merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau yang terletak antara 02053’20 - 

0307’ Lintang Utara, 1050 34’50 - 105045’17” Bujur Timur, dengan batas 

wilayah sebelah utara berbatasan Laut Cina Selatan. Terbentuknya Kecamatan 

Jemaja adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda 

pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan serta menjadi harapan untuk 

dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai 

dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam 

masyarakat. 
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        Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas 

Bulan Juni Tahun 2021 

No 
Nama 

Desa/Kelurahan 

Laki-

Laki 
Perempuan Total 

1 LETUNG 1,249 1,248 2,497 

2 MAMPOK 398 373 771 

3 REWAK 406 386 792 

4 AIR BIRU 196 184 380 

5 BATU BERAPIT 539 548 1,087 

6 LANDAK 297 317 614 

TOTAL 
 

3,085 3,056 6,141 

  Sumber: UPT DISDUKCAPIL Kecamatan Jemaja 

Jemaja memiliki beberapa desa dan jumlah penduduk yang padat, dapat 

dilihat berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kecamtan Jemaja pada tahun 

2021 mencapai sebanyak 6,141 jika di lihat dari  wilayah desa tersebut terlihat 

bahwa jumlah penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Jemaja Kabupaten 

Kepulauan Anambas yaitu Letung. Letung merupakan wilayah yang paling 

banyak penduduk dan memiliki wilayah yang luas sehingga Letung dijuluki nama 

kota Letung dikarenakan Letung merupakan tempat di mana pendapatan dan 

kebutuhan yang ada hanya terdapat di wilayah tersebut. 

 Tabel 1.2 jumlah kematian kecamatan jemaja tahun 2021 

No Bulan Jenis Kelamin Total 

Laki-Laki Perempuan 

1 Januari 2 - 2 

2 Feb 2 1 3 

3 Maret 4 1 5 

4 April 7 2 9 

5 Mei 5 3 8 

6 Juni 5 5 10 

7 Juli 3 3 6 

8 Agustus 4 8 12 

9 September 9 8 17 

10 Oktober 8 6 14 
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11 November 7 5 12 

12 Desember 1 3 4 

Total 102 

Sumber: data olahan peneliti 2022 

Tabel 1.3 data jumlah kematian perdesa/kelurahan tahun 2021 

No  Bulan  Desa/kelurahan 

Letung mampok Landak Rewak B.berapit Airbiru 

1. Januari 0 1 0 0 0 0 

2. Februari 0 1 0 2 0 0 

3. Maret  3 1 0 0 1 0 

4. April 3 1 1 3 1 0 

5. Mey 6 1 0 0 1 0 

6. Juni 6 1 0 3 0 0 

7. Juli 6 0 0 0 0 0 

8. Agustus 6 1 0 0 5 0 

9. September 12 0 1 2 1 1 

10. Oktober 12 0 0 2 0 0 

11. november 12 0 0 0 0 0 

12. Desember 12 0 0 0 1 0 

Sumber : olahan peneliti 2022 

 

Hubungan antara masyarakat yang tidak mengurus akte kematian dengan 

peran stakeholder sangat erat kaintanya, dimana Setiap kematian dan pembuatan 

akta kematian  wajib dilaporkan oleh krtua RT atau nama lainnya di domisili 

penduduk kepada Instansi, sebelum melakukan pemrosesan pada 

DISDUKCAPIL, prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu adalah 

kepadaRT/RW setempat. Peranan seluruh stakeholders yang terlibat dalam 

berjalannya pelayanan akta kematian tersebut sangat penting. Dalam hal ini, 

stakeholders yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta 

instansi lainnya yang saling berkaitan. Upaya yang dilakukan diantaranya 
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melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat menjalankan program jemput bola 

kendaraan keliling, perbaikan dan penambahan jumlah sarana prasarana, 

memanfaatkan media komunikasi, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, 

bekerjasama dengan pegawai DISDUKCAPIL. 

Pada tabel 1.2 dan 1.3 mengenai jumlah kematian antara desa dan kecamata 

mempunyai jumlah total yang berbeda dapat dikatakan penyesuaian jumlahnya 

tidak sama, hal ini dikarenakan ada salah satu pihak yang terkait baik dari 

RT/Disduk sendiri yang kurang teliti dalam melakukan pendataan masyarakat 

yang meninggal tau mengurus surat kematian. Hal ini disebabkan Tidak adanya 

tenaga khusus yang mencatat kejadian kematian atau terlalu sibuknya petugas 

dengan tugas-tugas rutin. 

Kepengurusan akta kematian yang sesuai data yang diperoleh di tahun 

2021  masih mengalami penurunan, inilah yang ingin diteliti bagaimana kesadaran 

masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kematian pada 

tahun 2021. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti ingin 

mengajukan penelitian dengan judul “Peran  dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pengurusan akta kematian (Studi kasus Kecamatan Jemaja 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran  dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pengurusan akta kematian ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran  

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengurusan akta kematian 

(Studi kasus Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021). 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Secara  Teoritis  

Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan 

kepada ilmu pemerintahan pentingnya akta kematian sebagai bukti kematian 

seseorang di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. 

1.4.2 Secara Praktis  

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Kependudukan 

Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kecamatan Jemaja dalam meningkatkan 

pelayanan terutama penerbitan akta kematian bagi masyarakat. 
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